PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERNG ULU TIMUR

Menimbang :

Mengingat :

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

. bahwa bangunan gedung memiliki fungsi yang sangat sentral

sebagai tempat manusia melakukan berbagai aktivitasnya,
untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya
guna menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;

.bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka setiap bangunan

gedung harus dilaksanakan secara tertib, terarah dan selaras
dengan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Bangunan Gedung;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4347);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.

Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan
khusus.

Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk
kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam
pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus
dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak
penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi
usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya
mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau
mempunyai risiko bahaya tinggi.
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Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung
yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi
sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.

bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.

Prasarana bangunan gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan
pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau
kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil yang sama untuk
menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengan fungsinya (dulu
dinamakan bangun-bangunan) seperti menara reservoir air, gardu listrik,
instalasi pengolahan limbah.

Prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri adalah konstruksi bangunan
yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu
kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu
tapak kavling/persil, seperti menara telekomunikasi, menara saluran utama
tegangan ekstra tinggi, monumen/tugu dan gerbang Kabupaten .

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya
atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah
yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau
menambah/mengurangi bayaran bangunan yang ada, termasuk pekerjaan
membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan
tersebut.

Membongkar bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh
bagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan atau konstruksi.

Rencana Kota adalah produk rencana tata ruang kawasan perkotaan yang
terdiri atas Rencana Umum dan Rencana Rinci.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten (RTRWK) adalah hasil perencanaan
tata ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Rencana detail tata ruang kawasan perkotaan (RDTRKP) adalah penjabaran dari
rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ke dalam
rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.

Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang
bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang
memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.

Kavling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut
pertimbangan pemerintah Kabupaten dapat dipergunakan untuk tempat
mendirikan bangunan.

Keterangan rencana Kabupaten (KRK) adalah informasi tentang persyaratan
tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten
pada lokasi tertentu.

Surat izin peruntukan dan penggunaan tanah (SIPPT) adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Kabupaten untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan
luas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai pengendalian peruntukan
lokasi.
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Garis sempadan bangunan adalah garis pada kavling yang ditarik sejajar
dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara
bagian kavling yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.

Izin mendirikan bangunan gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh
pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
berlaku.

Permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) gedung adalah permohonan
yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah Kabupaten
untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung atau retribusi IMB
adalah dana yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten atas pelayanan yang
diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan IMB untuk biaya
pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan,
pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penataanusahaan proses
penerbitan IMB.

Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan
yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung kepada
pemerintah Kabupaten

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau
perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan
pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan
gedung yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.

Koefisien daerah hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

Koefisien tapak basemen (KTB) adalah angka presentase berdasarkan
perbandingan antara luas tapak basemen dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.

Tinggi bangunan gedung adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan,
di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak
bangunan.

Peil lantai dasar bangunan adalah ketinggian lantai dasar yang diukur dari titik
referensi tertentu yang ditetapkan.
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Kegagalan bangunan gedung adalah kinerja bangunan gedung dalam tahap
pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian
dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau
keselamatan umum.

Dokumen rencana teknis pembongkaran (RTB) adalah rencana teknis
pembongkaran bangunan gedung dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang disetujui pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan secara tertib
agar terjaga keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.

Tim ahli bangunan gedung (TABG) adalah tim yang terdiri dari para ahli yang
terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk pertimbangan teknis
dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan
terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
penyelenggaraan bangunan gedung yang susunan anggotanya ditunjuk secara
kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu
tersebut.

Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang
disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan
teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan,
pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.

Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah
dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang
telah dinilai/dievaluasi.

Pengesahan rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk
pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi,
yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan
tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan
gedung.

Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
bangunan gedung yang ditetapkan.

Sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan
oleh pemerintah Kabupaten kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus
oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung
baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta
prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar
bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan
memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan
bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut
periode yang dikehendaki.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah berbagai
kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan
masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan,
menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan
perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.



